
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 enyatakan
Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-1 serta
memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19;

m
a.

1D

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik | Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan mengutamakan
penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-
kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 dengan
mengacu kepada protokol penanganan COVID-19;
bahwa Pemerintah daerah dalam hal recofussing ke
realokasi anggaran melalui mekanisme revisi ang

piatan dan
paran dan

segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri
Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020.

Undang-Undang Nomor

Tentang Perubahan KE EMPAT Atas
Penjabaran
Anggaran

17 Tahun 2003 tentang tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe

Republik

ndaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik
Nomor 4355);

Indonesia

d.

2.



Undang-Undang Nomor 34 Tahun =: 2007
Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (

Negara Republik Indonesia Tahun

tentang
Lembaran

2007 Nomor100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4750);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Te

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran |Negara
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan |Lembar
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322) |

Indonesia
li terakhir
ig Tentang
hun 2014
Republik

an Negara

Tentang
Republik

an Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berit
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

|

a Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan penanganan Corona Virus
Dilingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung! Nomor

Disease 2019
Republik

9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 20 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.

4,

6.

7.

8.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 seba
berikut :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan yang sah
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Jumlah Pendapatan
setelah perubahan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja pegawai:

a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumiah setelah perubahan

2) Belanja bunga
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

3) Belanja subsidi
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

4) Belanja hibah:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

5) Belanja bantuan sosial:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

6) Belanja bagi hasil:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Rp.
Rp
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

. NIHIL

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

26.160.395.811/84
. (1.780.700.000,00)
24.379.695.811,84

_721.041.110.000,00
(62.038.249.000,00)
659.002.861.000,00

39.939.702.578,35
(6.474.446.838,56)
33.465.255.739,79

716.847.812.551,63

235.131.877.149,56
21.468.332.568,66
256.600.209.718,22

NIHIL
NIHIL
NIHIL

NIHIL
NIHIL

28.261.000.000,00
2.478.108.863,00
30.739.108.863,00

1.772.669.500,00
10.708.700,00

1.783.378.200,00

NIHIL
NIHIL

. NIHIL

gai

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp



7) Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

8) Belanja tidak terduga:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Bertambah /(Berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan

b. Belanja Langsung:

1) Belanja pegawai:
a) Semula
b) Berkurang/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

2) Belanja barang dan jasa:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan

3) Belanja Modal:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumilah setelah perubahan

Jumlah Belanja Langsung
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah setelah perubahan

b. Pengeluaran:
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah
perubahan

Rp.
Rp.

100.360.873.300,00
(4.738.536.700,00)

Rp. 95.622.336.600,00

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

|

1.500.000.000,00
23.500.000.000,00
25.000.000.000,00

|

367.026.419.949,56
42.718.613.431,66
409.745.033.381,22

. 20.046.047.425,00
(836.256.075,00)

. 19,209.791.350,00

|

. 183.180.694.782,00
Rp.
Rp.

(3.375.446.652,6 1)
179.805.248.129,39

271.888.046.233,63
Rp.(109.960.008.697,63)
Rp.
Rp.

161.928.037.536,00
475.114.788.440,63

Rp.(114.171.711.425,24)

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

|

360.943.077.015,39

55.000.000.00000
(1.159.702.155,02)

|

NIHIL
NIHIL
NIHIL

0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. N IHIL

Rp
Rp
Rp

Rp



2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata
Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata
Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal|1, dirinci

lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata
Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
|

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan| Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan /Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten, Tana Tidung.

Ditetapkan di Tidefig Pale
pada tanggal 09/Juli 2020

BUPATI/TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

MITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 28

Wi
fe

AIDIA


